BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan analis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti

mengambil kesimpulan sebagi berikut:

1. Efektivitas penyelenggaraan perzinan penanaman modal di dinas pelayanan
terpadu satu pintu dalam rangka mendorong peningkatan investasi di provinsi
Gorontalo, dari yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menurut
pandangan peneliti dari beberapa indikator yang terkait dengan efektivitas
penyelenggaraan perizinan penanaman modal sesuai dengan indikator yang
telah diamati oleh peneliti masih belum dapat dikatakan sesuai atau sudah
efektif. Ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dari masyarakat yang masih
mengeluhkan efektifnya pelayanan tersebut, ini dapat dilihat dari segi prosedur
pelayanan yang masih berbelit-belit sehingga memakan waktu yang sangat lama
dalam penyelesaiannya dan masih adanya pungutan liar yang meresahkan
masyarakat sebagai bagian dari pelayanan itu sendiri.

2. Faktor-faktor yang Menghambat Efektivitas Penyeleggaraan Perizinan
Penanaman Modal Di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sesuai pengamatan
peneliti diantaranya adalah dari segi masyarakat, sarana prasarana dan waktu
penyelesaian pelayanan. Dari segi masyarakat terlihat bahwa masih banyak
masyarakat belum dapat memenuhi syarat-syarat berkas pelayanan perizinan
yang telah ditetapkan oleh PTSP yang ha ini disebabkan oleh kurangnya sarana

prasarana dari PTSP dalam memberikan informasi kepada masyarakat itu
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sendiri sehingganya mengakibatkan jalur pelayanan yang panjang yang
berakibat pada keefektifan waktu, yang seharusnya pelayanannya dapat
diselesaikan dengan cepat namun pada kenyataannya menjadi sangat lama dan

mengganggu efektivitas pelayanan itu sendiri.

5.2 Saran

Berdasarkan beberapa uraian pada kesimpulan di atas, maka penulis akan

mencoba untuk memberikan saran-saran, sebagai berikut:

1.

Perlu penambahan sarana informasi yang masih dikeluhkan minim oleh
masyarakat. Misalnya menyediakan mengaupdate situs resmi yang tidak pernah
dipergunakan dengan baik, dan juga mungkin bisa membagikan brosur informasi

kepada masyarakat.

. Perlu meningkatkan kesadaran masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam

mendaftarkan usaha yang dimiliki, hendaknya sering dilakukan sosialisasi dan
publikasi tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), demi meningkatkan

efektifitas dan kualitas pelayanan.

. Perlu meningkatkan efektivitas waktu pelayanan agar penyelenggaraan

pelayanan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan.
Perlu menghilangkan pungutan liar yang sering terjadi pada saat pelayanan agar
pelayanan dapat berjalan sesuai dengan ketetapan dari peraturan-peraturan yang

terkait.
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